
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

 NOMOR: 20/KU.01/JI-03/10/2025

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR (686155)

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

Menimbang : a. bahwa  dengan telah ditetapkannya penggunaan Aplikasi  MyIntress pada

seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN;

b. bahwa telah  ditetapkannya penggunaan Aplikasi  MyIntress  pada seluruh

satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu

menetapkan  Keputusan  Kepala  Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan

Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Pengguna (User) Myintress pada

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan  Presiden  Nomor  68  Tahun  2018  tentang  Kedudukan,  Tugas,

Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi,  dan  Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan

Sistem Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara  (Berita  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  171/PMK.05/2021  Tentang

Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 1063);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 1102);

8. Keputusan Menteri  Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan

Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata

Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

                                 M E M U T U S K AN

Menetapkan : KEPUTUSAN  KEPALA  SEKRETARIAT  BADAN  PENGAWAS  PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG  PENETAPAN PENGGUNA (USER)

MYINTRESS TIPE SATKER PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN

BLITAR TAHUN ANGGARAN 2005.

KESATU : Menunjuk  Nama/NIP,  Pangkat/Golongan,  Jabatan,  dan  Peran  User  Pada

Aplikasi  MyIntress  sebagaimana  lampiran  Surat  Ketetapan  sebagai  User

Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar;

KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan Selama Diterbitkan Surat  Keputusan

Baru;

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama,

dalam  melaksanakan  kewenangannya  harus  memperhatikan  ketentuan

peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Surat  Keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dan  apabila  terdapat

kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kabupaten Blitar

Pada tanggal 14 Oktober 2025

KEPALA SEKRETARIAT

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

${ttd}

Heru Setyawan, S.Pd., SE
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Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
Nomor : 20/KU.01/JI-03/10/2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

Daftar Nama Pengguna (User) Myintress pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

No
Tipe 

Pengguna*)
Nama Pengguna*) NIP/NRP NIK*) Email*) No. Telp Nomor SK*)

1 SATKER HERU SETYAWAN, S.Pd., S.E 197007051993031011 3572020507700004 herusetyawan@bawaslu.go.id 085230235858 823.4/1150/212/2014

KEPALA SEKRETARIAT

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

${ttd}

Heru Setyawan, S.Pd., SE
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